LEMBAR DAERAH
KABUPATEN NIAS

NOMOR : 43 TAHUN 2002 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG

i PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
OMOR 19 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

PERSAMPAHAN / KEBERSTHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,
Menimbang . a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kepada
Daerah diberi peluang untuk menggali potensi
sumber pendapatan asli daerah

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu
sumber pendapatan Daerah yang penting guna
membiayai  penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah dan Pembangunan Daerah untuk
memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab ;



c. bahwa dengan adanya penataan organisasi
perangkat daerah berdasarkan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nias
Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi
Pelayanan
diadakan perubahan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi satuan-satuan kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Nias ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, b dan ¢ di atas, maka o
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten i
Nias tentang Perubahan atas Peraturan Daerah k8
Kabupaten Nias Nomor 19 Tahun 1998 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ;

Mengingat
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|. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 4

tentang
Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1092) ;

Persampahan/Kebersihan  perlu

Pembentukan  Daerah  Otonom

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana
telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 8
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 3

Negara Nomor +4048) .

9.

10.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Ifigr;g%ku;;gan Hidup (Lembaran Negara Tahun
omor 68, Tambah

vl an Lembaran Negara
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 60, Tambahan L
Sl n Lembaran Negara

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 72
My » Tambahan Lembaran Negara Nomor

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang  Pelaksanaan Kitab Und
' ang-undan
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahu§

1983 Nomor 36, Tambahan L
ik embaran Negara

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

tentang  Kewenangan  Pemerintah  dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) : ‘
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahu;l "7001
tentang  Pembinaan dan  Pengawasan -atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Femburan Negara Tahun 2001 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ; ’
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun "7001
E[?n;zmg? (::)ctribusi Daerah (Lembaran Ne-gara
anun 2001 Nomor 1

o tmon S 19, Tambahan Lembaran
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang  Teknik  Penyusunan  Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

( ndang-Undang, Rancangan Peraturan
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Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
MEMUTUSKAN :

v;Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS |
;. I’l)‘EAI;;z:NHG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
2 KABUPATEN NIAS NOMOR 19
PEAH[JN 1998 TENTANG  RETRIBUSI

LAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pemerintah  dan  Rancangan  Keputusan
Presiden ; :

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Retribusi Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Retribusi Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 1999 tentang sistem dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Penerimaan Lain-lain ; ‘

16 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8
Tahun 1993 tentang Penghunjukkan Penyidik
Pegawai  Negeri Sipil  yang melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah yang memuat ketentuan  Pidana
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993
Nomor 4) ;

17 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 19
Tahun 1998 tentang Retribusi  Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran ~ Daerah
Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 1999 Seri B
Nomor 10) ;

18 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4
Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001

Nomor 11) ;

Pasal I

-

“Ketentuan dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Nias Nom

lam or 19

;z:;ang Retn@)usz Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Leme ahug p
- Rabupaten Nias Nomor 11 Tahun 1999 Seri B Nomor 10 o erah

ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut : ), Khususnya

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini i
.. yang dimaksud d :
: II))aerah adalah Kabupaten Nias ; R
‘0. Pemerintah Daerah adalah Pemérint
ah K ias ;
. Kepala Daerah adalah Bupati Nias : M

. Dinas adalah Dinas P i
N ermukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten

. Kepala Dinas adalah Ke 1

' al i
Winyeh Kabupale Nas pala Dinas Permukiman dan Prasarana
Ié:; (ﬁierah adalla<l‘11 Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias :
: arawan Khusus Penerima, selan; isi :

3 jutnya disingk

?endaharawgn Khusus Penerima pada }Il)inas mlg’e?rtn E:(KP e
; Rrasgran-a Wilayah Kabupaten Nias ; man. - dan
@ " Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas ja

sa

penyelenggaraan pelayanan —persampahan/kebersihan yang Kkhus
us

diberikan oleh Pemerintah D :
st badat aerah untuk kepentingan orang pribadi dan



Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas jasa
penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan ;

Tempat Pembuangan Sampah Sementara, selanjutnya disingkat TPS
adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari
lingkungan Kelurahan/Desa/Kecamatan ;

Trasfer Depo adalah tempat pemindahan sementara untuk menampung
pengumpulan sampah dari lingkungan Kelurahan/Kecamatan ; :
Tempat Pembuangan Akhir, selanjutnya disingkat TPA adalah tempat *
untuk menampung, mengelola dan memusnahkan sampah ;

. Persil adalah sebidang tanah baik berupa tanah kosong maupun
bangunan ;

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang
berasal dari kegiatan manusia, terdiri dari bahan organik dan anorganik
logam atau non logam dapat terbakar tetapi tidak buangan
biologis/kotoran manusia ; '

Tinja adalah limbah yang berasal dari buangan biologis atau kotoran
manusia |

Petugas adalah Pegawai yang dihunjuk oleh Kepala Dinas untuk
melakukan pemungutan retribusi ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terhutang ;

Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah
Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain
yang ditetapkan/dihunjuk oleh Kepala Daerah ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumish
retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan :
pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah - J8#
retribusi yang masih harus dibayar |

Surat Ketetetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan,
selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yan
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan i

berupa bunga dan atay denda;
W. Pemeriksaan :

. I?enyidikan tindak pidana g
tmda}can yang dilakukan olep
selanjutnya disebyt Penyidik, un
yang dengan bukti i, memb
Retribusi yang terjadi serta mene

g;dar.xg‘ Retribusi adalah Serangkaian
enyidik Regawai Negeri Sipi!,cyan
tuk mencari serta mengumpulkan bukt%

uat terang tindak o i
Pidana di p;
mukan tersangkanya. ' bidang

rintahkan peng
gundangan Perapy,
am Lembarap v oy

Daerah Kabupaten

Disahkan g;

Gunungsitoli
pada tangga i

26 Juljj 2002
BUPATI NIAS,
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Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 43

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 21 TAHUN 2002
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 19TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
5 PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

- UMUM
‘ Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan
¢bagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa
. penempatan  beban kepada rakyat, seperti Pajak dan lain-lain, harus
- ditetapkan ~ dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan
- Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

' Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan
‘pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut
 dapat memberikan beban vang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah
n penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran
ndapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain
@ berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu
& sumber pembiayaan penvelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
) Deerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.
‘Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu
ngatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.



Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentany
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi
peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan
menetapkan jenis Retribusi, sepanjang memenuhi kriteria yang telah
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Bahwa Instansi yang menangani pelayanan persampahan/kebersihan selama
ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Nias. Akan tetapi,
dengan adanya penataan organisasi Pemerintah Kabupaten Nias, sesuai
dengezn Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias, maka
tugas dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan telah diintegrasikan
dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
Kabupaten Nias. Dengan demikian, yang menangani penyelenggaraan -
pelayanan persampahan dan kebersihan adalah Dinas Permukiman dan
Prasarana Wilayah Kabupaten Nias

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal |
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas




